ABSTRAK

Persodlan yang sering muncul berkenaan dengan perwakafan addah
perubahan peruntukan perwakafan tanah milik. Umpamanya, seorang wakif
mewakafkan tanahnya untuk madrasah, tetapi karena di tempat tersebut tidak
terdapa anak-anak yang begar di madrasah tersebut, nazhir  mengubah
fungsinya menjadi mesjid atau sebdiknya Tak terkecudi tanah wakaf yang ada di
Kecamatan Bungursari sehubungan dengan perkembangan zaman terny ata bany ak
aset tanah wakaf yang berubah menjadi tempat-tempat yang strategs untuk
berusaha. Pasd 1 poin (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, mendefiniskan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
sdlamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesua dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesgiehteraan umum menurut syari’ ah.

M etode dadam penulisan ini penuliS=menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif yaitu suatu penditian yang meakukan pendekatan masalah
dengan melakukan“tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Penditian
ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan
data sekunder y.ang berupa peraturan perundang-undangen;steori, literatur, serta
pendgpat ahli ymengena perubahan peruntukan tanah perwakafan di Kecamatan
Bungursari Kabupaten Purwekarta Daan mengandisis data penulis
menggunakan analitis kuaitatif, yatu suatu analisis data.y.ang menjelaskan secara
tepa kemudian di andisa untuk memperoleh keelasan masadah. Hasil penditian
meny ebutkan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf dapat dilakukan karena
adanya dasan-dasan’ yiang jelas dan harus melaui prosedur yang sesua dengan
peraturan perundang:undangan yang berlaku.

Daam penjdasan Undang-UndangiNemox. 41 Tahun 2004 Pasd 41 ayat
(1), “Ketentuan sebagaimana “dimeksud “ddam Pasd 40 huruf f (ditukar)
dikecuaikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk
kepentingan umum sesua dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan
ketentuan peraiuran perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan syaiah.” Dan aya (2), “Peaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada aya (1) hanyadapat dilakukan setelah memperolehizin tertulis dari M enteri
atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.”
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